Lampiran

- Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 030/ 123 Tahun 2022 tentang Standar

Operasional Pengangkatan Anak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI i

0 JandaCt 2022

-

DISAHKAN OLEH

TANGGAL EFEKTIF A .

)
g“r 196804137198607 1 001

NAMA SOP

Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ; | ~ Mempunyal_ : kemampuan

mengkoordinasikan orang dalam

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; pekerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan | - Mempunyal ke‘mampqgndbersnsialisam
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang ;ja?:‘ menyesualkan din dengan orang
Pen.lbahan Kedua Atas 'Ur{dang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang | Mer’npunyai kemampuan untuk
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memahami kata-kata bahasa lisan dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan |  bahasa tubuh
Konvensi Hak Anak: Memiliki kemampuan_ mengoperasikan

b komputer;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan | - Memilki kemampuan mengendarai
Pengangkatan Anak; kendaraan bermotor roda dua/roda

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan empat.

Pengangkatan Anak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Dirjen Rehabilitasi NO. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Prosedur Pengangkatan Anak;

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Pengangkatan Anak terkait dengan pelayanan rekomendasi | Meja dan kursi, Alat Tulis Kantor,

pengangkatan anak di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial P3A

Komputer/laptop, Printer, Kamera, roll stop

Kebumen dan COTA. contack, hardcopy materi dll.
FERIEGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika proses pelayanan pengangkatan anak tidak dilaksanakan sesuai dengan | 1. Daftar COTA

persyaratan  yang benar dan/atau tahapan tidak dilaksanakan dapat | 2. Formulir permohonan, pernyataan

menghambat proses peneribitan rekomendasi.

Dampaknya adalah :

- Terhambat proses pembuatan rekomendasi
- Terbit surat dari Dinsos Provinsi terkait dengan permintaan untuk

melengkapi berkas-berkas yang belum sesuai ketentuan.

- Proses Pengangkatan Anak tidak dapat diproses dengan cepat

Eﬁrjanjian. seleksi, identifikasi, proses

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner



i N2
AVNY NVON

..._mEm_mz epaqJaq SueA _nﬁ_E_m EEm dungnt

ISuin0ld
a_mow Seuig Lep

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran

- Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : Tahun 2022 tentang Standar
Oparasional Prosedur Pelayanan Sosial Rumah
Singgah Dosaraso

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP P it
TANGGAL PEMBUATAN | 10 Jandar: 2022 "
TANGGAL REVIS| _ Ll
TANGGAL EFEKTIF x At KA _ !
DISAHKAN OLEH “Kepala Dinas3asi Pemberdayaan Perempuan
: Xnak Kabupaten Kebumen
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 607 1 001
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK "\AMA SOP abilitasi eks Psikotik di Rumah
RUMAH SINGGAH DOSARASO
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 11
Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Person with

Tahun 2009 Tentang

- Mempunyai kemampuan mengkoordinasikan orang dalam
pekerjaan,;

- Mempunyai kemampuan bersosialisasi dan menyesuaikan
din dengan orang lain;

Disabilities (konvensi mengenai Hak-hak Penyandang | - Mempunyai kemampuan untuk memahami kata-kata,
Disabilitas); bahasa lisan dan bahasa tubuh;

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 Tentang | - Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;
Organisasi dan Tata Kerja Panti sosial

4. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 406/menkes/SK/
VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa
Komunitas

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penanganan eks Psikotik di Rumah Singgah Dosaraso | Meja dan kursi, Alat Tulis Kantor, soundsystem,

terkait dengan pelayanan di Puskesmas Jiwa, Rumah Sakit
Jiwa dan Panti Rehabilitasi.

Komputer/laptop, Printer, LCD, Kamera, papan white board:
roll stop contack, hardcopy materi dIl.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika proses penanganan Penerima Manfaat tidak dilalui
dengan benar dan/atau tahapan tidak dilaksanakan dapat
terjadi kegagalan dalam pelayanan rehabilitasi.

2. Dampaknya adalah :
- terhambatnya proses kesembuhan Penerima Manfaat:
- penolakan pihak panti dan keluarga atau masyarakat

terhadap Penerima Manfaat:

- sirkulasi singgah dan keluar Penerima Manfaat
terhambat;

- fterhambatnya upaya Pemerintah Daerah dalam
penurunan angka ODGJ;

1. Daftar induk Penerima Manfaat

2. Formulir-formulir permohonan, pemyataan, perjanijian,
seleksi, identifikasi, proses dll.

il

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner



Lampiran: Keputusan Kepala Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor ~ Tahun 2022

tentang Standar Operasional Pembuatan
Laporan Sosial Anak Korban/Saksi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP A2 / Ado

TANGGAL PEMBUATAN 21 Japuari 2022

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF e

DISAHKAN OLEH A"Kepala Rinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
K 4'dan Pe anAnak
//< /1 Kabupgten Keumen
, INdbG e A

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN :
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | NAMA SOP Pembuatan Laporan Sosial Anak Korban dan Saksi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

e Mempunyai kemampuan mengkoordinasikan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; orang dalam pekerjaan;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana | « Mempunyai kemampuan bersosialisasi dan
Anak; menyesuaikan diri dengan orang lain;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; e Memiliki Pengetahuan Tentang Psikologi Anak
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan | Mempunyai kemampuan untuk memahami
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang kata-kata, bahasa lisan dan bahasa tubuh:

Perfindungan Anak Menjadi Undang-Undang; e Memilki kemampuan  mengoperasikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan komputer;
Konvens| Hak Anak; «  Memiiliki kemampuan mengendarai kendaraan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan bermotor roda dua/roda empat.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pembuatan Laporan Sosial Anak Korban dan Saksi terkait dengan
persidangan Anak Korban dan Saksi di Pengadilan Negeri.

Meja dan Kursi, Alat Tulis Kantor, Komputer/Laptop,
HP Printer, Kamera, roll stop contact, dan alat
dukung asesmen lainnya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika Proses pelayanan pembuatan laporan sosial anak korban/saksi | e Surat Permintaan Laporan Sosial dari
tidak sesuai dengan persyaratan yang benar dapat menghambat proses Polres/Polsek;
persidangan anak korban/saksi; e Formulir catatan hasil asesmen klien dan
2. Dampaknya adalah: keluarga.

Terhambatnya proses persidangan di Pengadilan Negeri;
Status kasus menjadi stagnan di tingkat penyidikan
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